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4. Peraturan ... 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Keprotokolan (Lem baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5166); . 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kata 
Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071); 

a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tu.gas, fungsi dan 
tanggung jawab teknis dari Tenaga Keprotokoleran 
Pimpinan dan Tenaga Pelayanan Umum Pramusaji/ 
Pendamping Tamu melalui pelaksanaan sub kegiatan 
Pendokumentasian Tugas Pimpinan Tahun Anggaran 2026, 
maka dipandang perlu memberikan belanja jasa kepada 
Tenaga Keprotokoleran Pimpinan dan Tenaga Pelayanan 
Umum Pramusaji/Pendamping Tamu dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Sekretaris Daerah Kota tentang Pemberian 
Belanja Jasa Tenaga Keprotokoleran Pimpinan dan 
Tenaga Pelayanan Umum Pramusaji/Pendamping Tamu 
pada pelaksanaan sub kegiatan Pendokumentasian 
Togas Pimpinan Tahun Anggaran 2026; 

Mengingat 
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KESATU ... 

MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TENTANG 
PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA KEPROTOKOLERAN 
PIMPINAN DAN TENAGA PELAYANAN UMUM PRAMUSAJI/ 
PENDAMPING TAMU PADA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN 
PENDOKUMENTASIAN TU GAS PIMPINAN TAHUN 
ANGGARAN 2026. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6375); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2); 

8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2025 Nomor 6); 

9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2025 
tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar 
Biaya Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 
2025 Nomor 22); 

10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31); 
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Menetapkan 
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ASISTEN BID.t' 'JG ADMINISTRASI UMU~l 

PARAF KOORDINASI 

Tembusan: 
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kata Makassar; 
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kota Makassar; 
3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. Kota Makassar; 
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar; 
5. masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui. 

~A. ZULKIFLY 

¥ SEKRETARIS DAERA1#v 
KOTA MAKASSAR, -1\ 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal OJ Q~rioOn 'l02' 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT 

Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan 
Keputusan ini, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih 
lanjut oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 
Sekretariat Daerah Kota Makassar. 

KETIGA 

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kata Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat 
Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. 

KEDUA 

Rp 1.500.000,00 / Orang/Bulan. 

Memberikan belanjajasa kepada 20 (dua puluh) Orang tenaga 
keprotokoleran pimpinan dan kepada 7 (tujuh) Orang tenaga 
pelayanan umum pramusaji/ pendamping tamu, dengan 
uraian pemberian sesuai ketentuan dalam rincian anggaran 
belanja kegiatan, sub kegiatan Pendokumentasian Tugas 
Pimpinan Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut: 
a. tenaga keprotokoleran Rp2.500.000,00/0rang/Bulan; 

pimpinan 
b. tenaga pelayanan 

umum pendamping tamu 

KESATU 
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